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PERATURAN ORGANISASI NOMOR 01 
TENTANG  

SISTEM, MEKANISME KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN 
ORGANISASI AMGPM 

 
PENJELASAN UMUM 

         Bahwa AD/ART AMGPM sebagai ketentuan hukum ditingkat keputusan 
Organisasi tertinggi, mendasari seluruh cara kerja anggota maupun alat-alat 
kelengkapan Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan Organisasi. 
Walaupun demikian, sebagai akibat dari kedudukan AD/ART sebagai produk 
hukum yang hanya mengatur hal-hal bersifat pokok saja, maka dalam praktek 
Organisasi sangat sering terjadi munculnya berbagai masalah yang tidak 
semua pemecahannya dapat diselesaikan dengan hanya menunjuk dan atau 
berdasarkan pada AD/ART yang ada. 
Pada dasarnya kemungkinan terjadi masalah-masalah tersebut sudah 
diantisipasi oleh AD/ART; yang telah membuka peluang bagi penyusunan suatu 
peraturan yang terperinci sifatnya ( baca: Peraturan Organisasi). Bagian akhir 
AD  (Bab XV  pasal 21 ) misalnya secara tegas memberi kemungkinan bagi 
tingkat keputusan yang lebih rendah. Disamping begian pasal AD/ART juga 
menghendaki adanya suatu Peraturan Organisasi (PO) yang mengatur hal-hal 
yang belum jelas tercantum di dalam AD/ART AMGPM  
         Sesuai dengan kedudukannya, maka fungsi dan tujuan Peraturan 
Organisasi (PO) ini adalah mewujudkan keseragaman pemahaman 
(penafsiran) terhadap konstitusi Organisasi (AD/ART) serta mewujudkan 
pemerataan/keseragaman langgam dan tindak kerja aparat dan kader 
Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan AMGPM ( AD Bab IX Pasal 14 
jo.ART Bab VI Pasal 18-30).  

Pemahaman yang benar atas konstitusi dan ketentuan-ketentuan lain yang 
terkait akan sangat membantu fungsionaris dan para kader Organisasi dalam 
rangka pelaksanaan program-program Organisasi, sebagai sarana pencapaian 
tujuan Organisas (AD Bab V san BAB VI). 
 

Pasal  1 
KETENTUAN UMUM 

1. Yang dimaksudkan dengan Peraturan Organisasi   AMGPM adalah 
peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistim dan mekanisme kerja 
Organisasi yang mengikat seluruh anggota dan kelembagaan Organisasi; 
yaitu hal-hal yang belum diatur di dalam AD/ART serta keputusan lain di 
dalam Kongres.  
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2.  Fungsi dan tujuan Peraturan Organisasi adalah demi terwujudnya 
keseragaman persepsi terhadap konstitusi Organisasi demi dan 
tercapainya pemerataan langgam dan tindak kerja seluruh aparat 
pelaksana Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan sesuai dengan 
ketentuan konstitusi  

3. Selanjutnya Peraturan Organisasi Nomor 01 ini disebut PO.1 tentang 
Sistem, Mekanisme Kelembagaan, dan Keanggotaan Organisasi AMGPM  

 
Pasal  2 

PENERIMAAN ANGGOTA 
1.  Calon Anggota AMGPM : 

a. Warga Gereja Protestan Maluku yang berusia 16 tahun dalam  masa 
alih status 

b. Setiap calon anggota berkewajiban mengikuti semua kegiatan 
organisasi pada jenjang Ranting/cabang/daerah  

c. Calon anggota wajib dicatat dalam Buku Induk Keanggotaan di   
Ranting 

2. Anggota Biasa AMGPM  : 
a. Anggota Biasa diterima oleh Pengurus Ranting setempat melalui Masa 

Alih Status Anggota Tunas Remaja, kecuali anggota biasa yang telah 
ada sebelum peraturan ini dibuat. 

b. Pelaksanaan Masa Alih Status Anggota Baru di dalam satu daerah 
pelayanan Ranting, diatur sebagai berikut  : 
1. Pengurus Ranting memberitahukan kepada Majelis Jemaat Cq. Sub 

Seksi Pelayanan Anak Remaja dan Katekisasi tentang Masa Alih 
Status anggota Tunas Remaja ke AMGPM atau atas permintaan 
sekurang-kurangnya 10 orang calon anggota biasa yang disalurkan 
melalui Sub Seksi Pelayanan Anak Remaja dan Katekisasi. 

2. Calon anggota biasa yang tidak terlibat sebagai anggota Tunas 
Remaja dapat diterima sebagai peserta masa alih status melalui 
koodinasi dengan Majelis Jemaat Cq. Bakopel Sektor. 

3. Bagi Jemaat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu Ranting, 
maka pelaksanaan masa alih status anggota dapat dilakukan dalam 
koodinasi bersama. 

4. Apabila ada Ranting yang tidak memungkinkan dilaksanakannya 
masa alih status, maka Pengurus Cabang dan atau Pengurus Daerah 
bersama Majelis Jemaat setempat dapat mengambil peran dalam 
proses masa alih status tersebut. 
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c. anggota Biasa yang diterima ialah mereka yang telah mengikuti masa 
alih status yang kriteria serta tata-cara pelaksanaanya diatur oleh 
Pengurus Besar melalui Petunjuk  teknis masa alih status AMGPM 

d. Anggota biasa yang diterima, diwajibkan menanda-tangani formulir 
kesediaan menjadi anggota dengan menerima tujuan dan bersedia 
melaksanakan amanat pelayanan Organisasi. 

e. Anggota Biasa berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota AMGPM yang 
dikeluarkan oleh Pengurus Besar. 

f. Anggota Biasa yang berdomisili di dalam wilayah pelayanan satu 
Ranting diwajibkan menjadi anggota di Ranting tersebut. 

g. Anggota biasa hanya dapat berpindah dan dapat diterima menjadi 
Anggota Ranting lain, jika yang bersangkutan berpindah tempat 
domisili dan dibuktikan dengan surat keterangan  dari  pengurus ranting 
sebelumnya 

3.  Anggota Luar Biasa : 
a. Warga Gereja Protestan Maluku yang berusia diatas 45 tahun, yang 

selanjutnya disebut Senior AMGPM 
b. Senior AMGPM adalah mantan Anggota Biasa yang loyalitas dan 

berdedikasi kepada AMGPM 
c. Senior AMGPM wajib didaftarkan oleh pengurus Ranting setempat, 

dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Ranting ditempat dia berdomisili 

4. Anggota Kehormatan : 
a.  Yang dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan 

AMGPM adalah : 
1. Tokoh-tokoh Nasional/Daerah, tokoh-tokoh Gereja. 
2. Mereka yang mempunyai andil yang besar dalam perjuangan untuk 

menegakkan missi dan eksistensi Organisasi, baik pada masa 
PPMM, PPKM maupun pada masa AMGPM 

b.   Pengusulan calon Anggota Kehormatan dilakukan melalui pengurus 
Daerah yang diajukan secara tertulis kepada pengurus Besar.  

c . Pengurus Besar mempelajari dan membahas usulan Daerah tersebut di 
dalam Rapat Pleno Pengurus Besar dan kemudian melaporkannya 
dalam lembaga legislatif untuk meminta penetapan.  

d. Calon Anggota kehormatan yang akan ditetapkan, diberikan 
kesempatan untuk menghadiri agenda penetapan dalam lembaga 
legislatif atas undangan Pengurus Besar. 

e. Anggota Kehormatan tidak dapat dibebaskan dan atau gugur status 
keanggotaannya. 

5. Anggota Penyantun : 
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a. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota Penyantun adalah 
mereka yang pernah menjadi Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa  atau 
yang tidak termasuk kedua kategori di atas. 

b. Anggota Penyantun dalam memberikan bantuannya bersifat tidak 
mengikat Organisasi. 
  

Pasal 3 
BUKU INDUK  KEANGGOTAAN DAN  

KARTU TANDA ANGGOTA 
1. Buku Induk Keanggotaan: 

a. Buku Induk Keanggotaan wajib dimiliki oleh semua jenjang Organisasi 
yang sekurang-kurangnya menjelaskan tentang nama Anggota, 
Tempat tanggal lahir, Jenis kelamin, status keanggotaan, pendidikan 
terakhir, pekerjaan, potensi  dan tahun masuk/diterima sebagai 
anggota, AMGPM. 

b. Buku Induk Keanggotaan diisi oleh pengurus ranting, selanjutnya 
diserahkan kepada Pengurus Cabang untuk di buat rekapitulasi dan 
diteruskan kepada Pengurus Daerah untuk dibuat tabulasi data di 
tingkat Daerah dan wajib diserahkan kepada Pengurus Besar untuk 
selanjutnya dibuat tabulasi data AMGPM. 

2. Kartu Tanda Anggota 
a. Setiap anggota AMGPM berhak memiliki Kartu Tanda Anggota 

AMGPM. 
b. Format Kartu Tanda Anggota AMGPM diatur sebagai berikut: 

1. Dasar KTA berwarna putih. 
2. Berukuran 8 x 6 cm. 
3. Pada bagian belakang tertulis 1) No.KTA, 2) Nama, 3) 

Tempat/Tanggal Lahir,  4) Daerah, 5) Alamat, 6) Nama dan tanda 
tangan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PB AM GPM. 

4. Pada bagian depan KTA tertulis : 1) Angkatan Muda Gereja 
Protestan Maluku – Kartu Tanda Anggota, 2) Logo Kamu adalah 
Garam dan Terang Dunia, 3) Tanda Tangan / cap jempol. 

5. Terhadap sistem penomoran diatur sebagai berikut : 
 
04016.05.13.09.10.2016 
 
04        :  Nomor urut Ranting 
016 : Nomor urut keanggotaan 
01   :  Kode jenjang  kepengurusan dan non pengurus 

01. PB 
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02. Daerah 
03. Cabang 
04. Ranting 
05. Anggota Ranting 

13  :  Kode nomor urut Daerah 
09  :  Kode nomor urut cabang 
10   :  Bulan penerbitan KTA 
2016  :  Tahun penerbitan KTA 
 

Contoh KTA 
 

   
 
 

Pasal  4 
K O N G R E S 

1. Kongres berlangsung sekali dalam 5(lima) tahun, terhitung sejak 
berakhirnya Kongres sebelumnya.  

2. Kongres yang berlangsung sebelum Masa 5(lima) tahun disebut Kongres 
Istimewa. 

3. Tata tertib kongres /kongres istimewa disusun oleh PB dan ditetapkan 
dalam kongres/kongres istimewa 

4. Kongres Istimewa dapat berlangsung berdasarkan Keputusan Kongres 
atau atas permintaan Pengurus Daerah dengan syarat sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah Daerah AMGPM menyetujui. 

5. Kongres Istimewa yang  berlangsung atas permintaan Pengurus Daerah 
apabila: 
a. Pengurus Besar telah menyimpang dari Keputusan Kongres, 

Keputusan MPP dan Keputusan Pengurus Besar. 
b. Dalam melaksanakan amanat pelayanan Organisasi, Pengurus Besar 

telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
AMGPM. 

KTA Bagian Depan KTA Bagian Belakang 
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6. Dalam keadaan tertentu Pengurus Besar dapat meminta 
diselenggarakannya Kongres Istimewa. 

7. Kongres Istimewa yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar dalam keadaan 
tertentu (Pasal 3:6) setidak-tidaknya mendapat persetujuan 2/3 jumlah 
Daerah. 

 
 

Pasal  5 
PENGURUS BESAR 

1. Pengurus Besar dalam menjalankan tugasnya lebih menitik-beratkan pada 
fungsinya sebagai perencana, pengarah dan pengkoordinasi Organisasi. 

2. Menentukan kebijakan-kebijakan strategis Organisasi. 
3. Pengurus Besar bertugas melaksanakan Kongres dengan tahapan sebagai 

berikut: 
a. Membentuk dan melantik Panitia Pelaksana di Daerah. 
b. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Kongres selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres, dan batas waktu 
penyampaian daftar peserta dari daerah selambat-lambatnya 2 (dua) 
bulan sebelum Kongres berlangsung. 

c. Memberitahukan pengurus Daerah untuk menghadiri Kongres 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung 

d. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Kongres. 

e. Membuka dan menutup persidangan Kongres. 
f. Kedudukan Pengurus Besar dalam memimpin sidang-sidang pleno 

dalam Kongres sebagai Pimpinan Sidang Sementara. 
g. Pengurus Besar memimpin, penetapan/pengesahan Peserta, 

Pembacaan Tata Tertib, Pengesahan Jadwal Acara dan pemilihan 
Majelis Ketua. 

h. Sebelum penutupan Sidang-sidang Pleno, Majelis Ketua 
mengembalikan tugas-tugas memimpin sidang kepada Ketua dan 
Sekretaris Pengurus Besar terpilih untuk menutup Sidang-sidang 
pleno. 

4. Anggota AMGPM yang akan mengikuti Kongres tetapi bukan Utusan 
Daerah, dapat ditetapkan oleh Pengurus Besar sebagai Peninjau dengan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar. Pengurus 
Besar juga dapat mengundang pihak-pihak tertentu untuk menghadiri 
Kongres sebagai Undangan/Konsultan. 
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5. Pengurus Besar dapat membentuk dan membubarkan Badan Pembantu 
yang berupa Komisi, Panitia Kerja dan lain-lain bagi kelancaran 
pekerjaannya. 

6. Pengurus Besar dapat mengangkat dan membebaskan anggota dan staf 
yang ditempatkan di dalam Badan-badan Pembantu tersebut. 

7. Pengurus Besar Demisioner tetap bertanggung jawab sampai 
dilakukannya serah terima jabatan yang dilaksanakan bersamaan dengan 
pengukuhan Pengurus Besar terpilih. 

8. Secara material penyerahan Inventarisasi organisasi dilakukan selambat-
lambatnya satu minggu setelah pengukuhan dengan prosedur 
penyerahannya di atur secara formal oleh pengurus demisioner, dan dapat 
di pertanggung-jawabkan sesuai komitmen Kongres. 

9. Naskah serah terima jabatan ditulis di atas kertas bermeterai, ditanda-
tangani oleh Pengurus Besar Demisioner, Pengurus Besar Terpilih dan 
Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Sebagai Saksi. 

10. Pengurus Besar dikukuhkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dan 
atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh MPH Sinode GPM. 

11. Pengukuhan Pengurus Besar dilaksanakan dalam ibadah penutupan 
kongres dan dilanjutkan dengan resepsi penutupan. 

12. Masa Kerja Pengurus Besar dimulai berlaku sejak tanggal pelantikan. 
 

Pasal  6 
KOORDINATOR WILAYAH 

1. Koordinator Wilayah adalah struktur Pengurus Besar yang berkedudukan 
di wilayah Kabupaten dan atau wilayah tertentu berdasarkan keadaan 
geografis. 

2. Koordinator Wilayah di jabat oleh anggota AMGPM yang pernah menjadi 
Pengurus AMGPM minimal Pengurus Daerah dan wilayah pelayanannya 
berada pada Ibu Kota Kabupaten dan atau wilayah lain yang ditentukan 
berdasarkan keadaan geografis. 

3. Seorang Koordinator Wilayah mewadahi semua daerah yang berada pada 
wilayah kabupaten, atau wilayah lain  yang telah di tentukan. 

4. Koordinator Wilayah Pelayanan AMGPM terbagi atas 8(delapan) wilayah 
yaitu : 
a. Korwil 1 meliputi Ternate, PP. Bacan, PP. Obi dan PP.Sula 
b. Korwil 2 meliputi Buru Utara dan Buru Selatan 
c. Korwil 3 Meliputi Masohi, Seram Utara, PP. Lease, PP. Banda, Seram 

Timur dan Telutih 
d. Korwil 4 Meliputi Kairatu, Seram Barat, dan Taniwel  
e. Korwil 5 Meliputi Kei Kecil, Kei Besar   
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f. Korwil 6 Meliputi Tanimbar Utara dan Tanimbar Selatan 
g. Korwil 7 Meliputi PP Babar, Babar Timur,  Lemola, PP.  Kisar, Damer, dan 

Wetar 
h.  Korwil 8 meliputi PP. Aru, Aru tengah dan Aru Selatan 

                                     
Pasal  7 

KONFERENSI DAERAH 
1. Konferensi Daerah berlangsung satu kali dalam 5 (lima) tahun, terhitung 

sejak berakhirnya Konferensi Daerah sebelumnya. 
2. Konferensi Daerah yang berlangsung sebelum masa 5( lima)  tahun 

disebut Konferensi Daerah Istimewa dan harus mendapat persetujuan  
Pengurus Besar. 

3. Konferensi Daerah Istimewa dapat berlangsung atas panggilan Pengurus 
Daerah atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang  di 
dalam Daerah tersebut. 

4. Konferensi Daerah Istimewa yang berlangsung atas permintaan Pengurus 
Cabang apabila : 
a. Pengurus Daerah dalam melaksanakan amanat pelayanan Organisasi 

telah menyimpang dari Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 
b. Pengurus Daserah telah menyimpang dari Keputusan Kongres, 

Keputusan MPP, Keputusan Pengurus Besar dan Keputusan Konferda, 
Keputusan MPPD dan Keputusan Pengurus Daerah. 

5. Pengurus Besar bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh 
untuk membuka dan menutup Konferensi Daerah (Konferda), konferda 
istimewa, Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD).  

 
Pasal  8 

PENGURUS DAERAH 
1. Pengurus Daerah bertugas mempersiapkan Konferensi Daerah dengan 

tahapan sebagai berikut : 
a. Membentuk dan melantik Panitia pelaksana di Daerah / Cabang. 
b. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Konferensi Daerah 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Daerah, dan 
batas waktu penyampaian daftar peserta Cabang selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Daerah dilaksanakan. 

c. Memberitahukan Cabang untuk menghadiri Konferensi Daerah 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Daerah 
dilaksanakan. 

d. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan Konferensi Daerah. 
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e. Membuka dan menutup persidangan Konferensi Daerah. 
f. Pengurus Daerah dalam memimpin sidang-sidang kedudukannya 

adalah sebagai Pimpinan Sidang Sementara. 
g. Pengurus Daerah memimpin penetapan/penggesahan Peserta, 

Pembacaan Tata Tertib, Pengesahan Jadwal Acara dan pemilihan 
Majelis Ketua 

h. Sebelum penutupan sidang-sidang dalam Konferensi Daerah, Majelis 
Ketua mengembalikan tugas pemimpin sidang beserta suluruh hasil 
keputusan Konferda kepada Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah 
terpilih untuk menutup sidang-sidang pleno. 

2. Anggota AMGPM yang menghadiri Konferensi Daerah tetapi bukan 
Utusan Cabang dapat ditetapkan oleh Pengurus Daerah sebagai Undangan 
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah. 

3. Pengurus Daerah juga dapat mengundang pihak-pihak tertentu untuk 
menghadiri Konferda sebagai Undangan/Konsultan. 

4. Pengurus Daerah dapat membentuk dan membubarkan Badan Pembantu 
yang berupa Komisi, Panitia Kerja dan lain-lain bagi kelancaran 
pekerjaannya.  

5. Pengurus Daerah dapat mengangkat dan membebaskan anggota staf 
yang ditempatkan di dalam Badan-badan Pembantu tersebut. 

6. Pengurus Daerah Demisioner tetap bertanggung-jawab sampai 
dilaksanakannya serah terima jabatan. 

7. Serah terima jabatan Pengurus Daerah dilaksanakan selengkap-
lengkapnya termasuk inventaris  Organisasi. 

8. Naskah serah terima jabatan ditulis dan atau diketik di atas kertas 
bermeterai dan ditanda-tangani oleh Pengurus Daerah Demisioner, 
Pengurus Daerah terpilih dan Pengurus Besar dan atau Majelis Pekerja 
Klasis sebagai Saksi. 

9. Pengurus Daerah Wajib dilantik oleh Pengurus Besar   
10. Pelantikan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam ibadah penutupan acara 

persidangan Konferensi Daerah. 
11. Masa kerja Pengurus Daerah terhitung mulai sejak tanggal ditetapkannya 

Surat Keputusan Pelantikan. 
12. Pengurus Daerah yang direkrut masuk dalam struktur Pengurus Besar 

AMGPM, tetap melaksanakan tugasnya sampai dilaksanakan konferda, 
dan yang bersangkutan tetap mempunyai hak penuh selaku peserta biasa 
konferda. 

13. Pengurus Daerah  dapat direkrut masuk dalam struktur  PB AMGPM, jika 
sisa masa periodesasinya kurang dari 12 bulan (satu tahun) 

Pasal 9 
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KONFERENSI CABANG 
1. Konferensi Cabang berlangsung satu kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak berakhirnya Konferensi Cabang sebelumnya. 
2. Konferensi Cabang yang berlangsung sebelum masa 3 (tiga)  tahun disebut 

Konferensi Cabang Istimewa dan harus mendapat persetujuan Pengurus 
Daerah. 

3. Konferensi Cabang Istimewa dapat berlangsung atas panggilan Pengurus 
Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting 
yang berada di dalam wilayah pelayanan Cabang. 

4. Konfetrensi Cabang Istimewa yang berlangsung atas permintaan Pengurus 
Ranting apabila : 
a. Pengurus Cabang dalam melaksanakan amanat pelayanan Organisasi, 

telah menyimpang dari Anggaran Dasar dam Anggaran rumah Tangga. 
b. Pengurus Cabang telah menyimpang dari keputusan-keputusan 

Kongres, Keputusan MPP, Keputusan Pengurus Besar, Keputusan 
Konferensi Daerah, Keputusan MPPD, Keputusan Pengurus Daerah, 
Keputusan Konferensi Cabang Keputusan MPPC dan Keputusan 
Pengurus Cabang. 

5. Pengurus Daerah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh 
untuk membuka dan menutup Konperensi Cabang (Konfercab), dan 
Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang (MPPC). 

 
Pasal 10 

PENGURUS CABANG 
1. Pengurus Cabang bertugas mempersiapkan Konferensi Cabang dengan 

tahapan sebagai berikut: 
a. Membentuk dan melantik Panitia Pelaksana di Cabang/Ranting. 
b. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Konperensi Cabang 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Cabang 
dilaksanakan, dan batas waktu penyampaian daftar peserta Ranting 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Cabang 
dilaksanakan. 

c. Memberitahukan Ranting untuk menghadiri Konperensi Cabang 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Cabang 
dilaksanakan. 

d. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Konferensi Cabang. 

e. Membuka dan menutup persidangan Konferensi Cabang. 
f. Pengurus Cabang dalam memimpin sidang-sidang kedudukannya 

adalah sebagai Pimpinan Sidang Sementara. 
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g. Pengurus Cabang memimpin penetapan/penggesahan Peserta, 
Pembacaan Tata Tertib, Pengesahan Jadwal Acara dan pemilihan 
Majelis Ketua. 

h. Sebelum penutupan sidang-sidang dalam Konferensi Cabang, Majelis 
Ketua mengembalikan tugas memimpin sidang beserta suluruh hasil 
keputusan Konfercab kepada Pengurus Cabang terpilih untuk 
menutup sidang-sidang pleno. 

2. Anggota AMGPM yang menghadiri Konferensi Cabang tetapi bukan 
Utusan Ranting dapat ditetapkan oleh Pengurus Cabang sebagai 
Undangan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang. 

3. Pengurus Cabang juga dapat mengundang pihak-pihak lain untuk 
menghadiri Konfercab sebagai Undangan/Konsultan. 

4. Pengurus Cabang dapat membentuk dan membubarkan Badan 
Pembantu yang berupa Komisi, Panitia Kerja dan lain-lain bagi kelancaran 
pekerjaannya.  

5. Pengurus Cabang mengangkat dan membebaskan anggota staf yang 
ditempatkan dalam Badan-badan Pembantu tersebut. 

6. Pengurus Cabang demisioner tetap bertanggung jawab sampai 
dilaksanakannya serah-terima jabatan. 

7. Serah Terima Jabatan Pengurus Cabang dilaksanakan selengkap-
lengkapnya termasuk inventarisasi Organisasi. 

8. Naskah Serah Terima Jabatan ditulis di atas kertas bermeterai dan 
ditanda-tangani oleh Pengurus Cabang Demisioner, Pengurus Cabang 
Terpilih dan Pengurus Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Pengurus Daerah sebagai Saksi. 

9. Pengurus Cabang Wajib dilantik oleh Pengurus Daerah   
10. Pelantikan Pengurus Cabang dilaksanakan dalam ibadah penutupan 

Persidangan Konferensi Cabang. 
11. Masa kerja Pengurus Cabang terhitung sejak tanggal dikeluarkannya 

Surat Keputusan Pelantikan. 
12. Pengurus Cabang yang direkrut masuk dalam struktur Pengurus Besar, 

Pengurus Daerah AMGPM, tetap melaksanakan tugasnya sampai 
dilaksanakan konfercab, dan yang bersangkutan tetap mempunyai hak 
penuh selaku peserta biasa konfercab. 

13. Pengurus Cabang dapat direkrut masuk dalam struktur  Pengurus Besar 
atau Pengurus Daerah  jika masa periodesasinya kurang dari 12  bulan 
(satu tahun) 

 
Pasal  11 
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RAPAT  RANTING 
1. Rapat Ranting berlangsung 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terhitung 

sejak berakhirnya Rapat Ranting. sebelumnya 
2. Rapat Ranting berlangsung sebelum masa 2 (dua) tahun disebut Rapat 

Ranting Istimewa dan harus mendapat persetujuan Pengurus Cabang. 
3. Rapat Ranting Istimewa dapat berlangsung atas panggilan Pengurus 

Ranting atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota biasa yang terdaftar dalam  daftar keanggotaan ranting. 

4. Rapat Ranting Istimewa yang berlangsung atas permintaan anggota 
apabila: 

a. Pengurus Ranting dalam menjalankan amanat pelayanan organisasi 
telah menyimpang dari Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga   

b. Pengurus Ranting telah menyimpang dari Keputusan Kongres, MPP, 
Pengurus Besar, Konferda, MPPD, Keputusan Pengrus Daerah, 
Konfercab, MPPC, Keputusan Pengurus Cabang, Rapat Ranting 
Rapat Kerja Ranting, dan Keputusan Pengurus Ranting 

 
Pasal  12 

PENGURUS  RANTING 
1. Pengurus Ranting bertugas mempersiapkan Rapat Ranting dengan 

tahapan sbb : 
a. Membentuk dan melantik panitia pelaksana Rapat Ranting. 
b. Menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Rapat ranting kepada 

anggota ranting selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Rapat 
Ranting dan mengumumkan daftar peserta Rapat Ranting selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Ranting berlangsung. 

c. Menetapkan jumlah anggota Ranting yang akan menghadiri Rapat 
Ranting. 

d. Memberitahukan anggota Ranting untuk menghadiri Rapat Ranting 
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapat Ranting. 

e. Mempersiapkan rancangan-rancangan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Rapat Ranting. 

f. Membuka dan menutup sidang-sidang Rapat Ranting. 
g. Pengurus Ranting dalam memimpin sidang-sidang kedudukannya 

adalah sebagai Pimpinan Sidang Sementara. 
h. Pengurus Ranting memimpin penetapan/penggesahan Peserta, 

Pembacaan Tata Tertib, Pengesahan Jadwal Acara dan pemilihan 
Majelis Ketua. 

i. Sebelum penutupan sidang-sidang dalam Rapat Ranting, Majelis Ketua 
mengembalikan tugas memimpin sidang beserta suluruh hasil 
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keputusan Rapat Ranting kepada Ketua dan Sekretaris   Ranting terpilih 
untuk menutup sidang-sidang. 

2. Anggota Ranting yang menghadiri Rapat Ranting tetapi belum tercatat 
dalam daftar keanggotaan  dapat ditetapkan sebagai Peninjau dengan 
persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Ranting.  

3. Pengurus Ranting dapat mengundang pihak-pihak tertentu untuk 
menghadiri Rapat Ranting sebagai Undangan/Konsultan. 

4. Pengurus Ranting dapat membentuk dan membubarkan badan pembantu 
yang berupa komisi, panitia kerja, dan lain-lain bagi kelancaran 
pekerjaannya. 

5. Pengurus Ranting dapat mengangkat dan membebaskan anggota dan staf 
yang ditempatkan dalam badan-badan pembantu tersebut. 

6. Pengurus Ranting Demisioner tetap bertanggung jawab sampai dilakukan 
serah terima jabatan. 

7. Serah Terima Jabatan Pengurus Ranting dilaksanakan selengkapnya 
lengkapnya termasuk inventaris organisasi. 

8. Naskah serah terima jabatan ditulis diatas kertas bermeterai dan 
ditandatangani oleh Pengurus Ranting Demisioner, Pengurus Ranting 
terpilih dan Pengurus Cabang dan atau Pengurus Daerah. 

9. Pengurus Ranting Wajib dilantik oleh Pengurus Cabang. 
10. Pelantikan Pengurus Ranting dilaksanakan bersamaan dengan penutupan 

acara persidangan Rapat Ranting. 
11. Masa kerja Pengurus Ranting terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat 

Keputusan pelantikan. 
12. Pengurus Ranting yang direkrut masuk dalam struktur Pengurus Besar, 

Pengurus Daerah, Pengurus Cabang AMGPM, tetap melaksanakan 
tugasnya sampai dilaksanakan Rapat Ranting, dan yang bersangkutan 
tetap mempunyai hak penuh selaku peserta biasa Rapat Ranting. 

13. Pengurus Ranting dapat di rekrut masuk dalam struktur  Pengurus Besar 
Pengurus,  Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang  jika masa 
periodesasinya kurang dari 12  bulan (satu tahun) 

 
Pasal  13 

RAPAT-RAPAT PENGURUS AMGPM 
1. Rapat Pleno Pengurus 

a. Rapat ini berlangsung sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan 
atau berdasarkan kebutuhan atau kepentingan organisasi. 

b. Rapat ini dihadiri oleh seluruh fungsionaris. 
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c. Rapat dimaksud bertugas mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan 
bulan lalu dan mempersiapkan pelaksanaan program/kegiatan bulan 
berikutnya. 

2. Rapat Para Ketua 
a. Rapat ini berlangsung atas panggilan Ketua AMGPM atau usul Ketua 

Bidang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. 
b. Rapat ini bertujuan memadukan pandangan terhadap konsep-konsep 

yang diajukan oleh masing-masing Ketua. 
c. Rapat ini bersifat teknis koordinasi dan tidak berwewenang mengambil 

keputusan diluar cakupan tugas dan kewenangannya. 
d. Rapat ini dihadiri oleh Ketua AMGPM dan Sekretaris AMGPM serta Ketua-

Ketua Bidang. 
3. Rapat Para Sekretaris 

a. Rapat ini berlangsung atas panggilan Sekretaris AMGPM  atau usul 
Sekretaris Bidang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. 

b. Rapat ini bertujuan memadukan pandangan terhadap langkah-langkah 
operasional dalam melaksanakan program. 

c. Rapat ini bersifat teknis koordinasi dan tidak berwewenang mengambil 
keputusan diluar cakupan tugas dan kewenangannya. 

d. Rapat ini dihadiri oleh Ketua AMGPM dan Sekretaris AMGPM dan 
Sekretaris-Sekretaris Bidang. 

4. Rapat Para Bendahara 
a. Rapat ini berlangsung atas panggilan Bendahara AMGPM  atau usul 

Bendahara I / II sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. 
b. Rapat ini bertujuan memadukan konsep-konsep operasional dalam 

pelaksanaan penggalian, pengolahan dan pemanfaatan keuangan 
organisasi. 

c. Rapat ini bersifat teknis koordinasi dan tidak berwewenang mengambil 
keputusan diluar cakupan tugas dan kewenangannya. 

d. Rapat ini dihadiri oleh Ketua AMGPM dan Sekretaris AMGPM serta para 
Bendahara 

 
Pasal 14 

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS ORGANISASI 
1. Pergantian Antar Waktu Pengurus Organisasi terjadi apabila : 

a. Berpindah tempat domisili untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 
b. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis. 
c. Meninggal dunia. 
d. Dibebaskan dari jabatannya oleh karena : 
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1. Dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan menyimpang dari 
Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga. 

2. Dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan menyimpang dari 
Keputusan-Keputusan Lembaga Legislatif, Eksekutif, Disiplin 
Organisasi dan Disiplin Gereja (GPM). 

3. Tidak menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 
berturut-turut tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas. 

2. Pergantian Antar Waktu Pengurus Organisasi harus mendapat persetujuan 
Perangkat Kepengurusan diatasnya. 

3. Calon Pengganti pengurus dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus yang dibuat 
khusus untuk itu. 

4. Khusus untuk ketua dan atau sekretaris,  Calon  dipilih oleh Lembaga 
Legislatif istimewa yang dibuat khusus untuk maksud tersebut. 

5. Calon Pengganti  pengurus harus dilaporkan kepada Perangkat 
Kepengurusan diatasnya untuk proses pelantikan. 

6. Kecuali Pengurus Besar, penanggung-jawab organisasi yang karena 
sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dapat diganti oleh Anggota 
Pengurus yang lain atas persetujuan Perangkat Kepengurusan diatasnya 
apabila kondisi Daerah atau Cabang atau Ranting tersebut belum 
memungkinkan dilaksanakannya Konferda Istimewa, Konfercab Istimewa, 
atau Rapat Ranting Istimewa untuk itu. 

 
Pasal  15 

RANGKAP  JABATAN 
1. Semua Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan 

dalam organisasi AMGPM. 
2. Seseorang yang sementara menjadi Pengurus pada salah satu jenjang 

Kepengurusan AMGPM hanya dapat menjadi Pengurus pada jenjang lain 
diatasnya, dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pengurus 
jenjang dibawahnya. 

3. Ketua umum, ketua Daerah dan atau Sekretaris umum, sekretaris daerah 
organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan yang sama sebagai 
ketua dan atau sekretaris dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda 
(OKP) dan Organisasi Politik yang setingkat dalam wilayah pelayanannya. 

4. Pengurus organisasi AMGPM yang kedudukannya setingkat lebih tinggi 
dan atau  lebih rendah, apabila akan mencalonkan diri sebagai ketua dan 
atau sekretaris  pengurus organisasi, maka yang bersangkutan diharuskan 
mengundurkan diri terlebih dahulu dengan membuat surat pengunduran 
diri secara tertulis atau secara  lisan dihadapan peserta lembaga legislatif 
(Kongres/Kongres istimewa, Konferda/Konferda Istimewa, 
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Konfercab/Konfercab Istimewa dan Rapat Ranting/Rapat ranting 
Istimewa). 

5. Mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas, dapat 
dilakukan jika sisa masa periode kepengurusannya kurang dari 12 bulan  
sebagai Pengurus daerah, pengurus Cabang atau Pengurus Ranting. 

 
Pasal  16 

PEJABAT PENANGGUNG-JAWAB SEMENTARA 
1. Perangkat Kepengurus diatas dapat menunjuk pejabat penanggung jawab 

sementara (care taker) bagi perangkat kepengurusan dibawahnya apabila 
: 
a. Kalender Konstitusi telah berakhir sedangkan Konferda atau Konfercab 

atau Rapat Ranting belum dilaksanakan. 
b. Pengurus Organisasi menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran 

rumah Tangga.  
c. Pengurus Organisasi menyimpang dari Keputusan-Keputusan Lembaga 

Legislatif dan Eksekutif pada jenjangnya. 
2. Pejabat penanggung-jawab sementara bertugas : 

a. Bertanggung-jawab atas perangkat kepengurusan yang dipimpinnya. 
b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan segala sesuatu bagi pelaksanaan 

Konferda/Konferda Istimewa, atau Konfercab/konfercab istimewa atau 
Rapat Ranting/Rapat ranting istimewa. 

c. Melaksanakan   Konferda/Konferda Istimewa, atau 
Konfercab/konfercab istimewa atau Rapat Ranting/Rapat ranting 
istimewa.. 

3. Masa tugas Pejabat penanggung-jawab sementara berakhir setelah 
Pengurus Terpilih dilantik. 

4. Masa tugas Pejabat Penanggung jawab Sementara adalah selama 3 bulan; 
dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu tidak lebih dari satu bulan. 

 
Pasal  17 

HAL MEWAKILI ORGANISASI 
1. Pengurus Besar mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Organisasi/ Lembaga/Instansi lain ditingkat 
Propinsi/Nasional dan Internasional yang mengundang AMGPM. 

2. Pengurus Daerah mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Organisasi/ Lembaga/Instansi lain yang setara dengan 
Daerah Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang mengundang AMGPM 
dibawah koordinasi unsur Pengurus Besar di Daerah (KORWIL). 
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3. Bila dalam suatu Daerah Kabupaten/Kota atau yang setara dengannya 
terdapat lebih dari satu Daerah AMGPM, maka semua Daerah tersebut 
mempunyai status yang sama untuk mewakili Organisasi, dibawah 
koordinasi unsur Pengurus Besar diwilayah Daerah tersebut. 

4. Pengurus Cabang mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang 
dialaksanakan oleh Orgaisasi/ Lembaga/Instansi lain yang setara dengan 
Kecamatan yang mengundang AMGPM.  

5. Bila dalam satu wilayah Kecamatan terdapat lebih dari satu Cabang 
AMGPM, maka semua Cabang mempunyai status yang sama untuk 
mewakili Organisasi dibawah koordinasi Pengurus Daerah. 

6. Pengurus Ranting mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Organisasi/ Lembaga/Instansi Lain yang setara dengan 
Desa atau Kelurahan yang mengundang AMGPM. 

7. Bila dalam satu wilayah negeri atau kelurahan terdapat lebih dari satu 
Ranting AMGPM maka semua Ranting mempunyai status yang sama untuk 
mewakili Organisasi dibawah koordinasi Pengurus Cabang dan atau 
Pengurus Daerah.           

8. Setiap kegiatan yang dilakukan AMGPM pada semua jenjang organisasi 
wajib dibuka dan ditutup   oleh jenjang pengurus di atasnya.    

 
 

Pasal 18 
HAL MENYATAKAN SIKAP DAN PERNYATAAN 

1. Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting, hanya diperkenankan untuk 
mengeluarkan / menyatakan sikap dan pernyataan meluputi ruang lingkup 
wilayah pelayanannya. 

2. Sikap dan penyataan tersebut tidak boleh bertentangan dengan AD/ART, 
PO, Keputusan Lembaga Legislatif dan Eksekutif serta seluruh kebijakan 
organisasi. 

3. Sikap dan pernyataan tersebut sebelum di sampaikan, harus 
dikonsultasikan dengan Pengurus Besar melalui perangkat kepengurusan 
berjenjang. 

4. Pernyataan sikap harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada Lembaga 
Eksekutif sebagai Lembaga konsultatif.   

 
Pasal 19 

DISIPLIN ORGANISASI 
1. Disiplin Organisasi adalah upaya pelayanan dan penggembalaan yang 

bertujuan mengarahkan setiap anggota dan Pengurus Organisasi kepada 
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ketaatan hidup pribadi yang sesuai dengan pengakuan dan hidup 
berorganisasi sesuai konstitusi. 

2. Setiap anggota dan pengurus organisasi yang sikap dan perbuatannya 
bertentangan dengan Firman Allah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga, Peraturan Organisasi dan keputusan lembaga legislatif, dikenakan 
hukuman disiplin. 

3. Pendekatan pelayanan penggembalaan kepada anggota dan pengurus 
organisasi untuk mengembalikan yang bersangkutan kepada sikap 
sepatutnya. Diusahakan dengan tahapan sebagai berikut  : 
a. Pengurus Organisasi  pada tingkatnya mengumpulkan segala data 

mengenai perbuatan seseorang yang dikenakan sanksi disiplin untuk 
menentukan bentuk dan cara pelayanan sesudah mendengar yang 
bersangkutan. 

b. Bila usaha pelayanan  tersebut tidak berhasil, maka Pengurus pada 
tingkatnya dapat mengambil tindakan penggembalaan sementara 
sesudah mendengar keterangan dari yang bersangkutan. 

c. Keputusan Pengurus mengenai tindakan penggembalaan sementara 
tersebut beserta semua berkas persoalannya diteruskan kepada 
perangkat Kepengurusan di atasnya untuk dipelajari dan 
dipertimbangkan. 

d. Hasil pertimbangan perangkat Kepengurusan di atasnya kemudian 
dikembalikan kepada perangkat kepengurusan yang mengirimnya 
untuk dilaksanakan. 

4 Berdasarkan persoalan yang dihadapi, tindakan  pelayanan dan 
penggembalaan  yang diambil berupa : 
a. Teguran baik secara lisan maupun tertulis. 
b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu dilakukan oleh Pengurus jenjang 

yang bersangkutan. 
c. Membebaskan yang bersangkutan untuk sementara waktu atau 

seterusnya dari tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus 
Organisasi. 

d. Dibebaskan hak yang bersangkutan sebagai anggota AMGPM. 
5. Setiap tindakan penggembalaan yang dilakukan harus disertai dengan 

batas waktu yaitu antara 3 (tiga) bulan sampai 1(satu) tahun. Bila selesai 
tenggang waktu tersebut yang bersangkutan tidak memperlihatkan 
adanya perubahan dalam sikap dan perbuatannya, maka tindakan 
penggembalaan dapat diperpanjang lagi seterusnya, kecuali Kongres 
menetapkan lain.   

6. Pengurus Besar berwewenang membebaskan hak seseorang sebagai 
anggota AMGPM. 
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7. Seseorang yang dibebaskan haknya sebagai anggota AMGPM dapat 
membela diri di lembaga legislatif sesuai jenjang  baik secara langsung 
maupun tertulis. 

 
Pasal  20 

MEKANISME PROTOKOLER 
1. Mekanisme protokoler dipergunakan di dalam upacara-upacara resmi 

Organisasi. 
2. Tata-Urutan upacara resmi Organisasi diatur sebagai berikut : 

a. Upacara yang bersifat umum intern Organisasi: 
1. Ibadah  
2. Acara Nasional, yang terdiri dari : 

a. Menyanyikan lagu : “Indonesia Raya” 
b. Mengheningkan-cipta/inmemoriam.(dipimpin pengurus yang 

bersangkutan) 
3. Acara Organisasi yang terdiri dari : 

a. Menyanyikan Lagu Wajib AMGPM 
b. Membacakan Mukadimah Anggaran Dasar AMGPM. 

      Pada bagian acara nasional maupun organisasi semua peserta 
berdiri. 

4. Laporan Ketua Panitia 
5. Pidato Ketua AMGPM (PB/PD/PC/PR) 
6. Sambutan-sambutan. 
7. Menyanyikan Lagu : “Bagimu Negeri” 
8. Penutup. 

b.  Upacara resmi yang bersifat khusus Organisasi : 
1. Ibadah. 
2. Acara nasional yang terdiri dari :  

a. Menyanyikan lagu : “ Indonesia Raya “ 
b. Mengheningkan-cipta/inmemoriam. (dipimpin pengurus yang 

bersangkutan) 
3. Acara Organisasi yang terdiri dari : 

a. Menyanyikan Lagu Wajib AMGPM. 
b. Membacakan Mukadimah Anggaran Dasar AMGPM. 

                 Pada bagian acara nasional maupun organisasi semua    
                 peserta berdiri. 

4. Acara khusus Organisasi. 
5. Pidato Ketua AMGPM (PB/PD/PC/PR) 
6. Sambutan-sambutan. 
7. Menyanyikan Lagu : “Bagimu Negeri” 
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8. Penutup. 
c. Acara Penutupan Organisasi 

1. Menyanyikan lagu wajib AMGPM 
2. Sambutan Ketua Umum PB/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua 

Ranting Terpilih (khusus untuk 
Kongres/Konperda/Konpercab/Rapat Ranting). Untuk MPP/MPPD/ 
MPPC/Rapat Kerja Ranting oleh Ketua masing-masing jenjang. 

3. Pidato Penutupan oleh Pengurus Besar (Konperda/MPPD), 
Pengurus Daerah (Konpercab/MPPC), Pengurus Cabang (Rapat 
Ranting/Rapat Kerja Ranting) atau berdasarkan mandat yang 
diberikan oleh Pengurus masing-masing jenjang. 

4. Sambutan-sambutan. 
5. Ibadah. 

d. Acara Akta Demisioner pengurus organisasi diatur sebagai berikut: 
1. Menyanyikan Lagu Wajib AMGPM. 
2. Pembacaan Akta Demisioner oleh Pengurus jenjang yang lebih 

tinggi. 
3. Pelepasan atribut organsiasi sebagai simbol demisioner, dilakukan 

oleh pengurus atau jenjang diatasnya dan untuk konggres dilakukan 
oleh Majelis Ketua, 

4. Menyanyikan lagu (dipilih oleh pengurus yang akan demisioner) 
5. Penutup. 

e. Acara Serah terima jabatan dilaksanakan satu paket dengan pelantikan 
pengurus dan susunannya sebagai berikut: 
1. Setelah pelaksanaan pengukuhan diikuti dengan pembacaan naskah 

serah terima. 
2. Penanda-tanganan naskah serah terima. 
3. Serah terima dilaksanakan secara simbolis berupa: Penyerahan  

Bendera Organisasi dari ketua lama dan atau pengurus yang 
mewakili kepada ketua yang baru. 

f. Upacara Pemakaman 
1. Menanyikan lagu Wajib AMGPM 
2. Pembacaan Riwayat Hidup 
3. Pidato Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua Ranting 

atau Pengurus lainnya berdasarkan mandat. 
4. Penyerahan kepada keluarga. 

3. Kecuali Pasal 19 Ayat 2 point c,d,e, dan f, seluruh acara upacara resmi 
organisasi diawali dengan acara prosesi. 

4. Setiap Upacara resmi organisasi wajib menggunakan Jas Organisasi dan 
Emblem Organisasi. 
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5. Kecuali pasal 19 ayat 2 point f, Tata Ruang Upacara Organisasi diatur 
sebagai berikut: 
a. Bendera Merah Putih sebelah kanan 
b. Bendera  Organisasi ditempatkan sebelah kiri 
c. Gambar Presiden, Wakil Presiden disisi kiri dan kanan bagian depan, 

serta gambar Garuda bagian tengah keatas. 
d. Tempat duduk pejabat pemerintahan pada posisi di depan. 
e. Tempat duduk pejabat gereja di sebelah kiri. 
f. Tempat duduk pengurus organisasi di sesuaikan. 

 
Pasal 21 

PENGEMBANGAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI 
1. Demi mencapai daya-guna dan hasil-guna pelayanan di antara anggota 

AMGPM, maka Daerah/Cabang/Ranting yang  wilayah pelayanan luas dan 
padat anggotanya perlu dimekarkan menjadi lebih dari satu 
Daerah/Cabang/Ranting baru. 

2. Kriteria dan tata-cara pemekaran Daerah/Cabang/Ranting diatur sebagai 
berikut  : 
a. Pengurus yang bersangkutan (pada jenjangnya) melakukan studi 

kelayakan (fisibility study) tentang kemungkinan dilakukannya 
pemekaran. 

b. Rencana pemekaran dibuat dalam satu kertas kerja rencana 
pemekaran (proposal) yang minimal memuat hal-hal: 
1. Peta wilayah pemekaran. 
2. Jumlah minimal calon anggota. 
3. Rencana pembagian harta kekayaan. 
4. Hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan. 

c. Kertas kerja (proposal) tentang pemekaran tersebut, diajukan oleh 
Pengurus ke Lembaga Legislatif (MPPD, MPPC, RKR) untuk di tetapkan 
menjadi program kerja organisasi. 

d. Setelah rencana pemekaran tersebut ditetapkan menjadi program 
kerja organisasi, selanjutnya pengurus berkewajiban langkah-langkah 
sebagai berikut  : 
1. Memberikan laporan kepada pengurus jenjang diatasnya tentang 

rencana pemekaran tersebut. 
2. Bersama-sama dengan perangkat pengurus diatasnya melakukan 

pembinaan secara rutin dan simultan kepada calon 
Darah/Cabang/Ranting yang akan di mekarkan. Pembinaan yang 
dilakukan meliputi pembinaan keanggotaan, penyiapan 
kepengurusan, penyiapan kelengkapan-kelengkapan organsiasi dan 
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pembinaan-pembinaan keorganisasian lainya sesuai kebutuhan. 
Lamanya masa pembinaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak 
ditetapkannya rencana pemekaran. 

3. Setelah masa 3 (tiga) bulan pembinan berjalan, pengurus bersama-
sama dengan Pengurus pada jenjang diatasnya mengtur langkah-
langkah persiapan dan pelaksanaan penetapan (peresmian) 
sebagai Daerah/Cabang/Ranting divinitif. 

e. Penetapan (peresmian) calon Daerah / Cabang / Ranting menjadi 
Daerah / Cabang / Ranting divinitif dilakukan oleh perangkat pengurus 
diatasnya melalui Surat Keputusan Pemekaran Pengurus yang 
bersangkutan. Tembusan Surat Keputusan Pemekaran tersebut 
disampaikan kepada Pengurus jenjang diatasnya secara berjenjang 
sampai ke tingkat Pengurus Besar. 

f. Penetapan (peresmian) calon Daerah/Cabang/Ranting yang menjadi 
Daerah/Cabang/Ranting divinitif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 Butir 2.2. Peraturan 
Organisasi ini. 

g. Dengan ditetapkannya (diresmikannya) menjadi 
Daerah/Cabang/Ranting yang difinitif, maka Daerah/Cabang/Ranting 
tersebut wajib melaksanakan Konferensi Daerah/Konferensi 
Cabang/Rapat Ranting untuk memilih kepengurusan organisasi dan 
agenda-agenda lainya sebagaimana diatur dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi AMGPM. 

3. Apabila 2 (dua) atau lebih dari Daerah/Cabang/Ranting yang berdekatan, 
dapat disatukan demi efisiensi dan efektivitas pelayanan. 

4. Kriteria dan tata-cara penyatuan Daerah/Cabang/Ranting akan diatur lebih 
lanjut menurut ketentuan yang ditetapkan oleh MPP. 

5. Jemaat-jemaat yang statusnya Kategorial dan atau khusus, dapat 
membentuk Cabang dan Ranting, sesuai kondisi.  Struktur Kepengurusan 
Organisasi disesuaikan dengan struktur AMGPM. Cabang dan atau 
Ranting Kategorial dan atau khusus secara struktur/fungsional berada 
dalam tanggung jawab Pengurus Daerah setempat. 

6. Dalam keadaan tertentu Pemekaran Daerah/Cabang/Ranting dapat 
dilakukan berkaitan dengan terjadinya pemekaran wilayah pelayanan 
gereja (GPM). 

7. Pengurus Besar, pengurus Daerah, pengurus cabang, dapat  
merekomendasikan kepada pengurus jenjang dibawahnya untuk 
melakukan proses pembentukan, pemekaran atau pengembangan 
organisasi berkaitan dengan terjadinya pemekaran wilayah gereja (GPM) 
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atau  jika dipandang perlu demi pengembangan organisasi dan pelayanan 
kepada warga AMGPM, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Pengurus pada jenjang diatasnya melakukan observasi selama 1 (satu) 

bulan terhadap rencana pembentukan, pemekaran atau 
pengembangan daerah/cabang/ranting. 

b. Selanjutnya mengundang pengurus jenjang yang bersangkutan atau 
yang berdekatan untuk disampaikan rencana pembentukan, 
pemekaran atau pengembangan   daerah/cabang/ranting. 

c. Pengurus jenjang diatasnya menunjuk satu orang pengurusnya untuk 
bertugas memetahkan peta pelayanan dan jumlah anggota 
daerah/cabang/ranting yang akan dibentuk, dimekarkan atau 
dikembangkan dan melakukan koordinasi dengan majelis sektor, 
ketua MJ, Ketua klasis. Setempat atau yang berdekatan 

d. Pengurus yang diberi tugas   melaporkan  tugasnya dalam pleno 
pengurus untuk selanjutnya dibuat  persiapan penetapan 
kelembagaan dan penunjukan caretaker  daerah/cabang/ranting yang 
akan dibentuk, dimekarkan atau dikembangkan 

e. Surat keputusan Penetapan kelembagaan pembentukan, pemekaran 
atau pengembangan daerah/cabang/ ranting dibuat oleh pengurus 
jenjang diatasnya dan tembusannya disampaikan secara berjenjang 
sampai kepada pengurus besar 

8. AMGPM di tingkat Daerah, Cabang dan Ranting dapat dibubarkan apabila 
: 
a. Tidak lagi memenuhi persyaratan tentang pembentukan Daerah, 

Cabang dan Ranting 
b. Timbulnya situasi-situasi khusus  
c. Mendapat pertimbangan Pimpinan Gereja pada tingkat Klasis dan 

atau Jemaat serta Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya 
9. Hal-hal terkait teknis pembentukan, pemekaran dan pembubaran 

Daerah/Cabang/Ranting AMGPM diatur dengan Juknis tersendiri oleh 
Pengurus Besar 

Pasal 21 
A T R I B U T 

1. Atribut AMGPM terdiri dari : 
1) Lagu wajib AMGPM 

1) Lagu wajib AMGPM berjudul “Kamu adalah Garam dan terang 
dunia. 

2) Partitur lagu wajib AMGPM adalah sebagai berikut : 
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2. Logo AMGPM adalah sebagai berikut : 
a. Gambar Logo 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Ciri khas logo AMGPM 
Logo ini didesain dengan memiliki unsur-unsur yang secara spesifik 
terdiri dari: 
1) Gambar Bulatan Bumi yang sedang aktif berputar, berwarna 

dasar Biru Langit bertepi warna Biru Tua. 
2) Lima Garis Lintang berbentuk cembung berwarna Putih 

dengan kemiringan 200 bertepi Biru Tua. 
3) Pita Teks bertulis: Mat.5.13 a& 14 a melingkari bumi berwarna 

Kuning pada bagian depan dan warna Putih pada bagian 
belakang. Tepi Pita dan Teks Alkitab berwarna Ungu Tua. 

4) Dua bentuk Lingkaran berwarna Hijau (lingkaran Luar) dan 
Putih (lingkaran dalam). 

 

 Gambar buatan bumi yang sedang aktif berputar:  
 Warna dasar biru langit (C=100;M=20;Y=0;K=0) 
 Warna tepi biru tua (C=80;M=50;Y=0;K=0) 
 5 garis lintang cembung : 
 Warna putih (C=0;M=0;Y=0;K=0) 
 Kemiringan 200  
 Warna tepi biru maritim (C=100;M=20;Y=0;K=0) 
 Obor Bambu berwarna Hijau  (C=100;M=0;Y=100;K=0) 

dan 3 lidah api berwarna merah 
(C=0;M=100;Y=100;K=0) 

 Pita teks Bertulis : Mat.5:13a & 14a melingkari bumi 
(Font Arial Bold) 
 Warna dasar pita kuning tua (C=0;M=20;Y=100;K=0) 
 Warna tulisan hitam (C=0;M=0;Y=0;K=100) 
 Warna tepi pita ungu tua (C=20;M=40;Y=0;K=60) 
 Warna tepi huruf ungu tua (C=20;M=40;Y=0;K=60) 
 2 bentuk lingkaran : 
 Warna hijau untuk lingkaran luar  

(C=100;M=0;Y=100;K=0) 
 Warna putih untuk lingkaran dalam (C=0;M=0;Y=0;K=0) 
 Tulisan AMGPM Tertera di bawah logo 
 Type Huruf/Font = Arial Bold Italic 
 Warna biru tua (C=80;M=50;Y=0;K=0) 
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5) Di bawah gambar utama logo ini, tertera nama AMGPM yang 
ditulis dengan bentuk Kursif (huruf miring) tebal berwarna Biru 
Tua. 

c. Makna unsur-unsur materi logo adalah sebagai berikut : 
1) Gambar Bulatan Bumi dengan Lima Garis Lintang 

berkemiringan 20 0 pertanda: Bumi yang aktif berputar. 
(dengan makna khas) Di atas aktivitas bumi inilah AMGPM ter-
panggil untuk mengemban visi, missi dan sasaran pelayanan 
secara dinamis. 

2) Pita dengan Teks: Matius 5.13A  & 14A yang mengitari bumi 
menandakan Sabda Yesus: “Kamulah Garam Dunia dan 
Kamulah Terang Dunia” yang diangkat selengkapnya menjadi 
moto sebagai ciri khas kepribadian/identitas AMGPM. 

3) Lima Garis Lintang menandakan 5 Bidang Pengembangan 
Pelayanan AMGPM, yaitu: 
 Bidang Organisasi, 
 Bidang Pelayanan Pendidikan dan Pembangunan 

Masyarakat, serta IPTEKS, 
 Bidang Keesaan dan Hubungan Agama-agama, 
 Bidang Pekabaran Injil dan Komunikasi, 
 Bidang Finansial dan Ekonomi. 

4) Obor bambo dengan tiga Lidah Api melambangkan 
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan AMGPM 
bersumber pada Firman Allah, berakar di dalam Gereja, 
berorientasi nke dunia / konteks serta mengacu pada aspek-
aspek Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan : 

5) Lidah – lidah Api secara khusus melambangkan Roh Kudus 
yang  yang memberi kuasa untuk menjadi saksi. 

6) Bambu (tangkai obor) secara khusus melambangkan 
Pertumbuhan ke arah kematangan hidup yang lebih arif dan 
bijaksana sebagai sikap mental AMGPM menghadapi 
tantangan badai cobaan dengan tabah, lentur, tidak mudah 
patah terkulai dalam mengamban visi, missi dan sasaran 
pelayanannya. 

7) Nama AMGPM dalam bentuk huruf bold italic (huruf miring 
Tebal) menandakan keteguhan tekad untuk maju ke depan 
mengemban moto – jati dirinya secara dinamis. 
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b. Makna warna pada logo AMGPM sebagai berikut : 

1) Warna Merah melambangkan Dinamika Roh Kudus yang 
memberi kuasa dan keberanian untuk bersaksi secara dinamis, 
kritis dan realistis. Warna merah melambangkan keberanian. 

2) Warna Biru (langit) menandakan adanya Paradigma Baru 
orientasi AMGPM dari darat ke laut. Warna Biru juga 
berkonotasi Laut sebagai sumber garam dunia.. Umumnya 
warna Biru melambangkan kesetiaan.  

3) Warna Putih dalam logo ini melambangkan Terang, Cerah, 
Kelegaan. Umumnya warna Putih bermakna Kesucian. 

4) Warna Kuning dalam logo ini melambangkan sumber terang 
yang mampu menembusi kabut (kegelapan). Umumnya warna 
Kuning melambangkan Kejayaan dan keemasan. 
 

c. Makna tata - warna. 
1) Warna Merah : melambangkan keberanian. 
2) Warna Biru Muda : Pada umumnya warna biru melambangkan 

kesetiaan.  Dalam logo ini warna biru secara khusus 
berkonotasi laut sebagai sumber garam dunia dengan kualitas 
tinggi (Mat.5.13A) dan laut sebagai paradigma medan gumul 
AMGPM. 

3) Warna Putih : Umumnya warna putih melambangkan kesucian. 
Dalam Logo ini warna putih mengacu pada makna Matius 
5.14A). 
 Warna putih pada garis lintang menandakan bentangan 

terang dunia.  
 Warna putih pada lingkaran menandakan lingkaran terang 

dunia. 
4) Warna Kuning : Pada umumnya warna kuning melambangkan 

kejujuran. Dalam logo ini warna kuning secara khusus 
melambangkan kekuatan terang yang mampu menembus 
tantangan dan kendala kabut situasi dunia yang menghadang 
langkah AMGPM ke depan. 

5) Warna Ungu : Secara teologis warna ungu melambangkan 
sikap hidup berkorban tanpa pamrih. Dalam logo ini warna 
ungu mengacu pada AMGPM sebagai organisasi kepemudaan 
yang khas gerejawi. 

6) Warna Hijau : Pada umumnya warna hijau bermakna 
pertumbuhan, kehidupan dan Pengharapan. Dalam Logo ini: 
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 Warna hijau pada lingkaran mengacu pada makna 
“Pelestarian Lingkungan Hidup”. 

 Warna hijau pada obor mengandung makna pertumbuhan 
hidup dan pengharapan. 

7) Warna Biru Tua : Warna biru tua pada nama AMGPM di atas 
dasar putih menandakan kedalaman kasih setia AMGPM secara 
murni dan konsekwen kepada jatidirinya sebagai “Garam dunia 
dan terang dunia” 
 

3. Bendera AMGPM diatur sebagai berikut : 
1) Bentuk bendera : Empat persegi panjang. 
2) Ukuran bendera :  

 Panjang : 150  Cm 
 Lebar : 100 Cm 

3) Warna dasar bendera : Putih 
4) Gambar logo ditempatkan pada bagian tengah kain, dengan garis 

tengah logo berukuran 40 Cm.  
5) Disepanjang tepi kain putih, digunakan ambu-ambu warna kuning 

emas. 
6) Bendera digunakan didalam setiap acara resmi organisasi (kecuali 

pelantikan Pengurus didalam ibadah minggu bersama jemaat) dan 
tempatnya disesuaikan. 
 
 

4. Jas Organisasi AMGPM : 
1) Jas berbentuk Kebaya dansa berlengan panjang,  dengan warna 

bagian luar ungu  
2) Pakaian dalam berbentuk kemeja berwarna putih berbahan dasar 

katun 
3) Celana panjang / rok berwarna hitam. 

 
5. Emblem : berbentuk lingkaran dengan diameter 3 cm dan diletakkan 

pada bagian dada sebelah kiri  
 

6. Busana Harian : 
1) Kemeja berlengan pendek, dengan warna dasar ungu 
2) Gambar logo AMGPM berada pada bagian dada sebelah kiri 
3) Tulisan Pengurus sesuai jenjang organisasi berada pada bagian 

dada sebelah kanan 
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4) Tulisan Garam dan Terang Dunia (dapat disingkat dengan 
“GARDATEDU”) pada bagian punggung  

5) Model atau desaian busana harian disesuaikan dengan  kreasi 
masing-masing Daerah, Cabang dan Ranting 
 

2. Tata-cara Penggunaan Atribut diatur sebagai berikut  : 
1. Pakaian  : 

1) Jas, digunakan/dipakai oleh Pengurus Organisasi pada waktu 
menghadiri semua acara resmi organisasi berupa resepsi, dan pada 
waktu mewakili organisasi dalam acara resmi. 

2) Dalam setiap acara resmi organisasi, yang laki-laki diwajibkan 
menggunakan dasi. 

3) Kemeja putih dapat dipakai oleh Pengurus Organisasi dalam 
menghadiri dan atau mewakili organisasi jika belum memiliki Jas 

2. Bendera  : 
Bendera digunakan didalam setiap acara resmi organisasi (kecuali 
pelantikan Pengurus didalam ibadah minggu bersama jemaat) dan 
tempatnya disesuaikan. 

3. Emblem  : digunakan (dikenakan) pada Jaket  Organisasi,  dapat 
digunakan juga  pada  kemeja putih (pakaian dalam jas) bagi yang 
belum memiliki jas 

4. Busana Harian 
1) Busana harian digunakan pada acara atau kegiatan organisasi. 
2) Busana Harian dipakai dengan celana panjang/rok yang warnanya 

disesuaikan  
 

Pasal 23 
TATA CARA PERUBAHAN AD/ART 

1. Setiap Daerah, Cabang dan Ranting berhak menyampaikan draft usulan 
perubahan AD/ART dan PO AMGPM. 

2. Usulan perubahan di tingkat Ranting selanjutnya dimasukan kepada 
Pengurus Cabang.  Selanjutnya usulan perubahan dari  Cabang dimasukan 
ke Pengurus Daerah untuk selanjutnya di kaji p.ada tingkat daerah, dan 
hasil kajian tersebut selanjutnya dimasukan ke Pengurus Besar 

3. Setiap Daerah yang mengajukan usulan perubahan dan atau penambahan 
AD/ART dan PO AMGPM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
Kongres dan atau MPP sudah harus dimasukan ke Pengurus Besar. 

4. PB AMGPM selanjutnya mengkaji dan melakukan study terbatas kemudian 
menyusun draft usulan perubahan AD/ART untuk dibahas dan mendapat 
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persetujuan Kongres atau kongres istimewa  sedangkan PO dibahas dan 
mendapat persetujuan di MPP 

5. Hak inisiasi dapat diambil oleh PB  untuk mengajukan perubahan AD/ART 
sesuai kebutuhan organisasi. 

 
Pasal 24 

KETENTUAN PENUTUP 
1. Peraturan Organisasi ini hanya bisa dirubah dan disahkan oleh 

Musyawarah Pimpinan Paripurna. 
2. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di    :  Tifu-Waikonit, Buru Utara 
Pada Tanggal    :   26 Oktober 2016 

 
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXIX AMGPM 

PENGURUS BESAR 
SELAKU PIMPINAN SIDANG 

 
 

Pdt. M. Takaria, M.Si 
Ketua Umum 

 Pdt. H. J. Paays, S.Si 
Sekretaris Umum 

 

 

http://www.amgpm-dapatra.com/

